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ABSTRAK

Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa
yang lebih efisien dibandingkan jalur litigasi yang cenderung memakan waktu dan
biaya tinggi. Rumusan masalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam
penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan? (2) Bagaimana
Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi perkara perdata di Pengadilan
Negeri Painan dan Solusinya? (3) Bagaimana Upaya yang di lakukan Pengadilan
Negeri dalam menyelesaikan proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan? Jenis
Penelitian yang dilakukan yuridis sosiologis; Sumber Data adalah data primer dan
data sekunder; Data dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh
melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian : (1) Pelaksanaan mediasi
di Pengadilan Negeri Painan tingkat keberhasilannya masih tergolong rendah. (2)
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi kurangnya pemahaman para
pihak terhadap manfaat mediasi, sikap tidak kooperatif pihak yang bersengketa,
serta minimnya jumlah mediator bersertifikat. Solusinya meningkatkan sosialisasi
tentang mediasi kepada masyarakat, Pelatihan mediator, serta pendekatan persuasif
oleh hakim mediator. (3) Pengadilan telah berupaya meningkatkan efektivitas
mediasi dengan menyiapkan fasilitas khusus, menunjuk hakim mediator yang
kompeten, serta menyosialisasikan pentingnya mediasi dalam penyelesaian
sengketa perdata secara damai, cepat, murah, dan efisien.

Kata Kunci: Mediasi, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri, Penyelesaian
Sengketa.
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AT THE PAINAN DISTRICT COURT
Elza Melwi Landa Fitri!, Zarfinal'
"Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University.
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ABSTRACT

The resolution of civil cases through mediation in the District Court is governed by
the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016
concerning Mediation Procedures in Court. Mediation is a more efficient
alternative for resolving disputes compared to litigation, which tends to be time-
consuming and costly. Problem formulations: (1) How is the implementation of
mediation in resolving civil cases at the Painan District Court? (2) What are the
obstacles encountered in the implementation of mediation for civil cases at the
Painan District Court and what are the solutions? (3) What efforts does the District
Court make in completing the mediation process at the Painan District Court? The
type of research conducted is sociological legal; the sources of data are primary
and secondary data; the data is analyzed qualitatively. Data collection techniques
are obtained through interviews and document studies. Research Results: (1) The
implementation of mediation in the Painan District Court has a relatively low
success rate. (2) The obstacles faced in the implementation of mediation are the
lack of understanding among the parties about the benefits of mediation, the
uncooperative attitude of the disputing parties, and the scarcity of certified
mediators. The solutions include increasing public awareness about mediation,
training mediators, and adopting a persuasive approach by mediator judges. (3)
The court has made efforts to improve the effectiveness of mediation by preparing
special facilities, appointing competent mediator judges, and promoting the
importance of mediation in resolving civil disputes peacefully, quickly, cheaply, and
efficiently.

Keywords: Mediation, Civil Case, District Court, Dispute Resolution.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dasar hukum mediasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang
sangat efektif untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan
yang melibatkan pihak ke tiga yang netral.

Mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa
menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator (seseorang yang mengatur
pertemuan antara dua pihak atau lebih yang ingin menyelesaikan sengketa
mereka) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang
terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah
pihak yang bersengketa secara suka rela.

Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja
dan serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang
difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Perselisihan ini dapat
mencakup masalah seperti hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan
masalah lainnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Mediator:

1. Tidak adanya keinginan dari para Pihak untuk berdamai

! Neng Tesa Rahmawati, dkk, 2023, “Problematika Mediator Dalam Menangani
Mediasi Kasus Pengadilan Agama di Kota Sukabumi”, Jurnal Iniciolegis, Vol. 4, No. 1, hlm 2
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2. Tekad bulat para pihak yang ingin menyelesaikan perkara melalui litigasi
3. Kurang nya kemampuan mediator dalam mendamaikan
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

5. Banyaknya perkara yang masuk menyebabkan kurang nya perkara yang

di mediasi secara optimal dan tuntas.

6. Adanya persepsi dari para pihak yang tidak sejalan dengan keberadaan
mediasi

7. Perkara yang sudah fatal juga menjadi salah satu gagalnya mediasi

8. Para pihak yang sangat tertutup tidak ingin menjelaskan masalah mereka
kepada mediator.?

Seperti yang dijelaskan oleh mediator yang menjadi problematika yang
dialami oleh mediator dalam menangani mediasi yaitu tidak adanya itikad baik
dari para pihak untuk berdamai, keteguhan hati para pihak untuk menempuh
jalur litigasi dan menganggap proses mediasi hanya membuang-buang waktu.
Para pihak yang kesulitan meredam amarah memacu permasalahan menjadi
semakin rumit dan mediator kesulitan untuk menengahi para pihak. Tidak
adanya negosiasi dari kedua pihak dan tetap dengan prinsip nya masing-masing.
Permasalahan yang sudah lama dan salah satu pihak sudah tidak bisa lagi
memberi toleransi kepada lawan nya juga menjadi hambatan bagi mediator
untuk mendamaikan para pihak. Mediator juga sangat kesulitan saat
menghadapi para pihak yang tertutup dengan permasalahan nya, sungkan dan

malu untuk menyampaikan masalah nya ke mediator.

2 Ibid, hlm. 4
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Saat mengalami kasus yang seperti ini mediator akan melakukan kaukus
seperti yang telah diatur Dalam Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan Yaitu
“menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu
pihak Tanpa kehadiran pihak lainnya, yang disebut sebagai (kaukus)”. Para
pihak dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya saat salah satunya tidak
ada. Karena mengungkapkan masalah pribadi kepada orang lain adalah hal yang
tidak mudah bagi sebagian orang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang
banyak untuk mau berbicara secara terbuka. Jika para pihak pasif itu akan
menjadi hambatan bagi mediator untuk menggali permasalahan sesungguhnya.
Ini membuat mediasi menjadi tidak berhasil.

Faktor Kegagalan lainnya adalah rasa malu dan gengsi untuk berdamai.
Dengan begitu peran para pihak untuk mencari solusi baik bagi permasalahan
yang terjadi akan membantu keberhasilan mediasi. Penggugat yang biasa nya
tetap pada pendirian mempertahankan gugatan nya, sebaliknya tergugat masih
menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai. Tidaklah mudah mengubah
pendirian seseorang terlebih untuk memenuhi keinginan nya sendiri. Jika
melakukan perdamaian maka salah satu ataupun kedua belah pihak harus
melepaskan hak-hak tertentu untuk kepentingan orang lain.

Para pihak akan berpendapat jika perdamaian ini terjadi akan
membutuhkan jiwa yang besar untuk menghilangkan keegoisan masing-
masing. Rasa malu dan gengsi yang cukup tinggi akan perdamaian juga menjadi
Permasalahan yang sulit dan kecil kemungkinan bagi mediator jika kondisi para

pihak yang sudah teguh dengan pendirian untuk menempuh jalur litigasi.
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Beranggapan bahwa itu satu-satunya Jalur yang tepat dan cepat untuk
menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.’

Dalam Peratauran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 proses
mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata di
Pengadilan tingkat pertama, yang tujuannya untuk memberi akses yang lebih
luas pada pencari keadilan karena dalam proses mediasi pada umumnya
diselenggarakan secara tertutup atau rahasia serta pihak atau principal dapat
secara langsung berperan dalam melakukan perundingan dan tawarmenawar
untuk menyelesaikan masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-
masing.

Tidak semua perkara yang masuk dalam pengadilan dapat di
mediasikan, karena menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sengketa yang dikecualikan dari
kewajiban penyelesaian melalui mediasi yakni perkara pengadilan niaga,
pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan komisi pengawas
persaingan usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen, komisi informasi,
permohonan pembatalan putusan arbitrase, penyelesaian perselisihan partai
politik dan lain sebagainya.

Hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para
pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi, karena
jika para pihak yang memiliki sengketa yang tidak dapat di damaikan dalam

pengadilan maka mediasi dilakukan di luar pengadilan yang dirasa kurang

3 Ibid, hlm.5
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efektif karena tidak ada pengaturan batas-batas dari penyelesaian melalui
mediasi tersebut.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 adalah regulasi yang
mengatur tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan
Mahkamah Agung ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan
yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan memanfaatkan teknologi
dalam proses berperkara di pengadilan.’

Fakta atau Kenyataan yang terjadi dalam Praktik Mediasi di
Pengadilan :

1. Mediasi belum Optimal Dimanfaatkan

Meskipun mediasi merupakan proses wajib dalam perkara perdata,
banyak pihak berperkara di Pengadilan yang menjalani mediasi
hanya sebagai formalitas. Banyak yang hadir sekedar memenuhi
kewajiban tanpa semangat mencari perdamaian.
2. Tingkat Keberhasilan Mediasi Masih Rendah

Dari data tersedia di Pengadilan Negeri Painan (jika diperoleh dari
wawancara atau dokumen), hanya sebagian kecil perkara perdata
yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Sebagian besar tetap

dilanjutkan ke persidangan.

4 H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu
Pengantar, PT. Fikahati Aneska Bekerjasama Dengan Badan Arbitrase Nasional (BANI),
Jakarta, hlm.34

3 Christian Bellarminus Fradinata, dkk, 2024, “Efektifitas Penyelesaian Mediasi
Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun
2016, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 4, hlm 5
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. Kurangnya Kesadaran Hukum Para Pihak
Banyak pihak yang tidak memahami manfaat mediasi, sehingga
tidak beritikad baik untuk berdamai. Hal ini menjadi faktor

penghambat dalam efektivitas mediasi.

. Peran Mediator Belum Maksimal

Hakim mediator seringkali terkendala oleh beban kerja yang tinggi.
Waktu dan perhatian yang dapat dicurahkan untuk proses mediasi
menjadi terbatas.

. Faktor Budaya dan Emosi

Di beberapa kasus, masyarakat cenderung mempertahankan harga
diri atau prinsip, sehingga sulit menerima solusi damai yang

ditawarkan oleh mediator.

. Keterbatasan Jumlah Mediator Non-Hakim

Pengadilan Negeri Painan masih didominasi oleh hakim sebagai
mediator. Pilihan terhadap mediator dari luar (non-hakim) yang
bersertifikat sangat terbatas.

. Ruang Mediasi, sarana pendukung, dan dokumentasi kadang tidak
optimal, memengaruhi kenyamanan dan keberlangsungan proses

mediasi.

Kelebihan menyelesaikan sengketa melalui mediasi sendiri ialah

penyelesaiannya bersifat informal. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa

dengan melibatkan pendekatan nurani, bukan semata-mata berdasarkan

hukum. Kedua belah pihak melepaskan dari kekakuan hukum terhadap

pendekatan dari sisi Nurani dan moral. Penyelesaian sengketa mediasi
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dilakukan oleh para pihak itu sendiri dan tidak diserahkan kepada kehendak
hakim atau arbiter, sehingga keputusan dapat dicapai dengan sifatnya win-win
solution. Jangka waktu penyelesaian sengketa dengan mediasiialah cepat yang
pada umumnya hanya 1 atau 2 minggu atau paling lama 1 bulan, yang mana
bersifat speedy atau cepat antara 5 hingga 6 minggu. Hal tersebut dapat terjadi
asal ada ketulusan sekaligus kerendahan hati dari kedua belah pihak. Biaya
mediasi ialah ringan, Penyelesaian dengan mediasi tidak memakan biaya mahal
yang justru dapat memberatkan kedua belah pihak seperti dalam proses litigasi.

Aturan Pembuktian tidak perlu digunakan dalam mediasi, hal tersebut
karena tidak terdapat pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling
membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip
pembuktian yang formil, serta teknis yang sangat menjemukan sebagaimana
seperti dalam proses arbitrase dan pengadilan. Proses Mediasi bersifat
konfidensial atau rahasia. Hal tersebut karena dalam proses penyelesaiannya
tertutup untuk umum dan pihak yang mengetahui hanyalah mediator,
konsiliator, atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaiaan.
Nama baik para pihak dengan demikian tetap terjaga dalam pergaulan
Masyarakat. Hubungan para pihak dalam mediasi bersifat kooperatif, dengan
melibatkan hati Nurani, melahirkan terjalinnya penyelesaian berdasarkan
Kerjasama. Para pihak tidak saling berperang yang menimbulkan permusuhan,
tetapi justru akrab dalam suasana persaudaraan dan Kerjasama. Penyelesaian
sengketa melalui mediasi dapat mewujudkan komunikasi aktif antara para
pihak, yang tentu didalamnya terpancar keinginan memperbaiki perselisihan

pada masa yang pernah dilalui. Jadi melalui komunikasi itu apa yang mereka
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selesaikan bukan masa lalu (not the past) tetapi untuk masa yang akan datang
(for the future).

Kelemahan dari Mediasi yaitu mediasi hanya dapat diselenggarakan
secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk
menyelesaikan sengketa secara consensus. Jika hanya salah satu pihak saja
yang memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi
dan jikapun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika
penggunaan mediasi bersifat sukarela. Pihak yang tidak beritikad baik dapat
memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu
penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi
mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang
kelemahan lawan. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah
pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak karena soal penentuan
hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat untuk
digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan.®
Fakta hukum dalam praktek mediasi di pengadilan perkara perdata yaitu;

1. Mediasi Bersifat Wajib
Setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib melalui proses
mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Hal ini bertujuan
untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan

sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang netral.

6 Teddy Prima Aggriawan, dkk, 2024, “Kedudukan Prinsip Imparsialitas Atas
Gugatan Vexatious Dalam Penegakan Hukum Pada Proses Mediasi”, Jurnal UNES Law Review,
Vol. 6, No. 2, him 8
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2. Prosedur Mediasi di Pengadilan
Proses mediasi terdiri dari beberapa tahapan:

Pra-Mediasi: Setelah gugatan didaftarkan, Ketua Pengadilan
menunjuk majelis hakim. Pada sidang pertama, hakim wajib
mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Para pihak dapat memilih
mediator dari daftar yang tersedia dalam waktu satu hari. Jika tidak ada
kesepakatan, majelis hakim akan menunjuk mediator dari kalangan
hakim yang tidak menangani perkara tersebut.

Pelaksanaan Mediasi: Mediator mengatur jadwal pertemuan dan
memfasilitasi diskusi antara para pihak. Mediator dapat melakukan
pertemuan terpisah (kaukus) dengan masing-masing pihak jika
diperlukan.

Akhir Mediasi: Proses mediasi berlangsung maksimal 40 hari kerja
dan dapat diperpanjang 14 hari kerja. Jika tercapai kesepakatan, dibuat
akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak,
perkara dilanjutkan ke proses persidangan.

3. Akibat Tidak Beritikad Baik
Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan sah, atau tidak beritikad baik,
dapat dikenai sanksi, seperti:
a. Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
b. Dibebani biaya mediasi secara penuh
4. Hasil Mediasi
a. Berhasil: Hasil dituangkan dalam Akta Perdamaian, yang mempunyai

kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.
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b. Gagal: Perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok oleh majelis hakim.
5. Tujuan dan Manfaat Mediasi
a. Mencapai penyelesaian damai yang win-win
b. Menghemat waktu dan biaya
c. Menjaga hubungan baik antara para pihak
d. Mengurangi beban perkara di pengadilan
6. Peran Mediator dan Kualifikasi Mediator
Mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak
mencapai kesepakatan tanpa memaksakan solusi. Mediator dapat berasal
dari hakim yang tidak menangani perkara atau dari luar pengadilan,
asalkan memiliki sertifikat mediator.
7. Biaya Mediasi
Penggunaan mediator dari kalangan hakim tidak dikenakan biaya. Namun,
jika para pithak memilih mediator non-hakim, biaya jasa mediator
ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan para pihak.
8. Kelebihan Mediasi
Mediasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan proses litigasi,
antara lain:
a. Proses lebih sederhana dan cepat dibandingkan persidangan.
b. Biaya lebih rendah
c. Menjaga kerahasiaan dan hubungan baik antara para pihak.

d. Hasil kesepakatan memiliki kekuatan hukum tetap.
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9. Sanksi atas Ketidak hadiran atau Ketidak seriusan dalam Mediasi
Jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi, seperti
tidak hadir tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sanksi. Misalnya,
gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard) dan pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya
mediasi.

Wajibnya hakim, mediator dan para pihak untuk menempuh
penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Dengan demikian wajibnya mendamaikan para pihak melalui
Mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu peran hakim
pada pengadilan tingkat pertama sangatlah menentukan. Namun, menghadapi
kenyataan di lapangan yang menunjukan bahwa 100% putusan Pengadilan berupa
putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning or losing),
jarang ditemukan dalam praktik putusan yang sama-sama menang (wWin-win
solution). Sehingga diperlukan kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim
untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diharapkan.’

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut
dan mengangkatnya ke dalam penelitian dengan judul: “PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI

PAINAN”.

7 Dian Maris Rahmah, 2019, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi
Di Pengadilan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm 4
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B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di
Pengadilan Negeri Painan?
Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi perkara

Perdata di Pengadilan Negeri Painan dan Solusinya?

. Bagaimana Upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan

proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk menganalisis Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara
perdata di Pengadilan Negeri Painan

Untuk menganalisis Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi
perkara perdata di Pengadilan Negeri Painan dan solusinya

Untuk menganalisis Upaya yang di lakukan Pengadilan Negeri dalam

menyelesaikan proses mediasi di Pengadilan Negeri Painan

D. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum
Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah penelitian hukum yang
didasarkan pada data primer/data dasar, data primer/data dasar adalah data

yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku Masyarakat
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melalui penelitian lapangan. Penelitian ini sendiri bersumber dari Mediator
Pengadilan Negeri Painan dan Para pihak yang berperkara.®
2. Sumber Data
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
terdiri atas 2 (dua), yaitu:
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya
Data Primer diperoleh penulis melalui wawancara dengan Mediator
Pengadilan Negeri Painan dan Para pihak yang berperkara (tergugat dan
pengugat), yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Hakim
Mediator dan Para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Painan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel
sebagai pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder penelitian
ini dan sebagainya. data sekunder mencakup buku-buku, artikel hasil

penelitian yang berwujud laporan sumber data dari Mediator.

8 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,
hlm.56
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3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen
Studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan
mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-litelatur

yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses
tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan
datang dari pihak yang mewawancarain dan jawaban diberikan oleh
yang diwawancara. Wawancara atau interview merupakan “tanya
jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara
langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati
kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari
informasi atau interview sedangkan pihak lain berfungsi sebagai
pemberi informasi atau informan (responden)”. Jenis wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur,
dilakukan untuk menggali bagaimana Peranan Mediator di Pengadilan

Negeri Painan.’

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis,
analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap

data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan

struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh

9 Ibid, hlm.59
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penulis untuk menetukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan
rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi
objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori
yang obyektif. Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode
penelitian bersifat deskriptif analistis, maka analisis data yang
digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap
data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan
adalah kualitatif artinya dengan mengelompokan data menurut aspek-

aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka.
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